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ABSTRAK

Penumpukan perkara kasus korupsi di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi
menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu
penyebab penumpukan perkara korupsi adalah karena kurang efektif dan
efisiennya proses penanganan korupsi saat ini. Dalam Pasal 199 RKUHAP
terdapat ketentuan mengenai Jalur Khusus, yang terinspirasi dari konsep Plea
Bargaining di negara Common Law, yang berhasil memangkas penumpukan
perkara. Jalur Khusus RKUHAP dan Plea Bargaining sama sama menekankan
adanya pengakuan bersalah dari Terdakwa, sehingga dengan adanya pengakuan
bersalah Terdakwa, jalannya persidangan akan lebih singkat. Oleh karena itu,
dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa apa faktor
pendukung dan faktor penghambat dan bagaimana peluang penerapan Jalur
Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan metode analisis membandingkan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Jalur
Khusus RKUHAP belum bisa diterapkan untuk seluruh jenis korupsi apabila
faktor penghambat seperti yang telah dijelaskan masih ada. Apabila Jalur Khusus
diterapkan pada seluruh jenis kasus korupsi di masa sekarang, ada beberapa hal
yang menjadi dikesampingkan dan belum tentu tercapai dalam proses persidangan
kasus korupsi tersebut. Namun, tetap ada peluang apabila kasus korupsi memang
akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus di masa saat ini. Oleh karena itu,
perlu memperhatikan kasus korupsi apa yang dapat berpeluang digunakan Jalur
Khusus RKUHAP pada masa sekarang dan solusi lain untuk memangkas
penumpukan perkara korupsi.

Kata Kunci : penumpukan perkara kasus korupsi, jalur khusus RKUHAP,
pengakuan bersalah terdakwa.
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ABSTRACT

The accumulation of corruption cases in the District Court/Criminal Corruption
IS a problem that has not been resolved to date. One of the causes of the
accumulation of corruption cases is due to the ineffectiveness and inefficiency of
the current corruption handling process. In Article 199 of the RKUHAP there is a
provision regarding the Special Track, which was inspired by the concept of Plea
Bargaining in Common Law countries, which succeeded in reducing the
accumulation of cases. The Special Track of the RKUHAP and Plea Bargaining
both emphasized the existence of an acknowledgment of guilt from the Defendant,
so that with an acknowledgment of the Defendant's guilt, the course of the trial
would be shorter. Therefore, this research was carried out which aims to analyze
what are the supporting factors and inhibiting factors and what are the
opportunities for implementing the Special Track RKUHAP for solving
corruption cases. This research is a normative legal research with an analytical
method comparing primary legal materials and secondary legal materials. The
research findings show that the RKUHAP Special Track cannot be applied to all
types of corruption if the inhibiting factors as described above are still present. If
the Special Track is applied to all types of corruption cases at present, there are
several things that are set aside and may not necessarily be achieved in the trial
process of these corruption cases. However, there is still a chance if corruption
cases will indeed be applied using the Special Track at this time. Therefore, it is
necessary to pay attention to what corruption cases have the opportunity to use
the Special Track of the current RKUHAP and other solutions to reduce the
accumulation of corruption cases.

Keywords : the accumulation of corruption cases, the special track of the

RKUHAP, acknowledgment of the defendant's guilt
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